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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat

menyimpulkan hal berikut, yaitu:

1. Implementasi Permenkes Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite

Etik dan Hukum Rumah Sakit di RSUD H. Hanafie Muaro Bungo,

sudah ada namun penerapannya belum terlaksana optimal.

2. Kendala Dalam Implementasi Permenkes Nomor 42 Tahun 2018

tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit di RSUD H. Hanafie

Muaro Bungo, adalah: kurangnya pengetahuan dan informasi tentang

prosedur pengangkatan komite etik,sehingga prosedur penetapan itu

belum optimal, kurangnya sosialisasi tentang tugas, dan wewenang

komite etik di Rumah Sakit, tidak adanya SPO Pelaporan

pelanggaran Etik dan HukumRS atau alur pengaduan dan pelaporan,

tidak adanya SPO penyelesaian sengketa Etik dan Hukum

,kurangnya sosialisasi tentang panduan ETIK dan HUKUM serta

tidak adanya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

komite Etik dan Hukum Rumah Sakit oleh kepala dinas kesehatan

daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsinya masing

masing.
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3. Upaya Untuk Menerapkan Permenkes Nomor 42 Tahun 2018

tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit di RSUD H. Hanafie

Muaro Bungo adalah:

a. Meningkatkanpengetahuan tentang penerapan pengangkatan

komite etik,sehingga prosedur penetapan Itu optimal

b. Sosialisasi tentang tugas, dan wewenang komite etik di Rumah

Sakit.

c. Pembuatan SPO tentang pelaporan pelanggaraan etik dan Hukum

Pembuatan SPO penyelesaian sengketa etik dan hukum

d. SosialisasiSPO pelaporan pelanggaran etik dan hukumRS atau

alur pelaporan, sosialisasi SPO penyelesaian sengketa etik dan

hukum sosialisasi tentang panduan etik dan hukum.

e. Diberikan  pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan komite etik dan hukum rumah sakit

f. Perlunya penyusunan panduan etika dan perilaku.

B. Saran

Saran dari peneliti setelah mendapatkan hasil dari penelitian, adalah:

1. Diharapkan kepada direktur atau kepala rumah sakit untuk

membentuk alur pengaduan dan pelaporan persoalan etik, pengaduan

dan pelaporan tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan.

2. Diharapkan agar Komite Etik dan Hukum mensosialisasikan tentang

tugas dan wewenangnya, serta mensosialisasikan tentang alur

pengaduan dan pelaporan persoalan etik ini kepada seluruh sumber

daya manusia yang ada di Rmah Sakit.
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3. Diharapkan kepada pasien dan keluarga pasien untuk meningkatkan

pengetahuam tentang hak dan kewajiban pasien, etika umum di

rumah sakit, serta alur pelaporan dan pengaduan jika terjadi

persoalan etik di Rumah Sakit.
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